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elakangan, kon
ten-konten ber
latar keislaman 
marak di media 
sosial (medsos). 
Konten-konten 
tersebut meme

nuhi dan mewarnai ruang pu
bliksecaramasif. Padasejumlah 
kasus, konten-konten terse but 
bermuara pada tindakan saling 
lapor ke kepolisian. Pelaporan
pelaporan itu sebagian beru
jungpada proses hukum, bah- . 
kan hingga pemidanaan. Pada
hal, konten-konten keislaman 
itu berisi (versi kelompok yang 
memproduksi)amarma'rufnahi 

~ mungkar, seperangkat konsep 
keislaman ten tang ajakan pada 
kebaikan dan menolak ke
burukan. 

Sebelumnya, dua organisasi 
massa (ormas) Islam dibubar 
kan. Pembubarandilakukanda
lam rentang dua tahun secara 
berurutan, pada periode kedua 
pemerintahan Joko Widodo 
(Jokowi). Dua Ormas tersebut 
adalah Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI) dan Front Pembela Islam 
(FPI). HTI dibubarkan lebih 
awal, tepatnya pada 19 Juli 
2019. Selang satu tahun kemu
dian, FPI dibubarkan pada 30 
Desember 2020. 

Sekilas, sejumlah pihakyang 
kontra kebijakan Jokowi me-

nyimpulkan bahwa kebijakan 
J okowi menyangkut Islam, ker
as. K:erasnya kebijakan Islam 
Jokowi tergambar dari: pemi
danaan sejumlah tokoh Islam 
akibat konten medsos dan pem
bekuan ormas akibat ideologi 
dandemonstrasi. "Hanya"kare
na konten medsos, seseorang 
dengan mudah dijebloskan ke 
penjara. Hal ini seakan paralel 
dengan "mudahnya" Jokowi 
membekukan HTI dan FPI. 

Dua ormas ini meski dibu
• barkan beriringan, secara prin-

,... sip demokrasi berbeda argu
menhukumnya. Secarasimplis
tik HTI dibekukan sebab ber
tentangan dengan ideologi na
sionalkita. Semen tara FPI dibe
kukan akibat kegaduhan yang 
timbul dari serangkaian de
monstrasi dan tindakan polisio
nal, padahal mereka tidak 
memiliki legal standing untuk 
melakukan kegiatan itu. 

Seperti umum diketahui, 
prinsip utama demokrasi ada
lah: kedaulatan rakyat. Demo
krasi inilah yang dibangun sejak 
awal di Amerika Serikat oleh 
.(\braham Lincoln. Lincoln me
nyebut demokrasi adalah pe
merintah dari rakyat, oleh rak
yat, dan untukrakyat. Me ski be-

' gitu, demokrasi didedikasikan 
bagi kelompok-kelompok yang 
menerima prinsip-prinsipnya. 
Mandat dan daulat rakyat me -
wujud dalam komposisi partai 
politik yang mengisi par.lemen 
sebagai lembaga wakilrakyat. 

Juga, demokrasi dibangun 
oleh dan untuk kelompok-ke
lompok yang sepakat dengan 
prinsip-prinsip tersebut. Bagi 
HTI yang menolak demokrasi, 
otomatis menyalahi bahkan 
melawan daulat dan mandat 
rakyat. Daulat dan mandat 
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""lrakyat itulah konsensus nasio
nal kita. Semen tara HTI mem
perjuangkan daulat dan man 
dat Tuhan dalam bernegara. 
Daulat dan mandat Tuhan 
tersebut adalah khilafah yang 
teokratik. 

Komunikasi Poli.tik 
diTangan Para Buzzer 

Sejumlah isu, tema, dan reali
tas politik Islam kontemporer 
Indonesia di atas, adalah gam
baran umum kebijakan dan po
litik Jokowi terkait Islam. Keb1-
jakan keislaman rezim J okowi, 
meski tampak keras, sejujurnya 
tidak maksimal dan kurang 
efektif. Kebijakan dan kerja
kerja politik Jokowi terkait Is
lam, kurang terkelola secara 
baik. Akibatnya "prestasi" J oko
wi membekukan HTI dan FPI 
justru kontraproduktif. Pada
hal, sejak masa pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid, 
Megawati hingga Susilo Bam
bang Yudhoyono, dua ormas 
terse but selalu "melawan". Baru 
pada masa Jokowi-lah, pembe
kuan dua ormasyangdipandang 
radikal dan membahayakan ke -
binekaan tersebutterlaksana. 

Komunikasi politik J okowi 
terkaitkebijakan ten tang Islam, 
tidak terkelola secara baik. Bisa 
jadi karena pemerintah tidak 
menggunakan juru bicara "res-

• mi". Sauter terdengar desas de
sus bahwaistanamenggunakan 
buzzer untuk mengomunika
sikan kebijakannya, termasuk 
menyangkut Islam. Para buzzer 
ini seperti banyak berseliweran 
di akun-akun medsos kita. "Tu- · 
gasnya" adalah melakukan puja 
puji atas kebijakan pemerintah, 
sekaligus menghantam para 
kritikusnya. 

Dalam tataran praktis, yang 
tersaji di depan publik, lebih
lebih di medsos, adalah, hiruk 
pikukkegaduhanantara "buzzer" 
Istana melawan buzzer oposisi. 

• Kebijakan 
Tanpa Road Map 
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politik, kebijakan Islam peme
rintah Jokowi tampak gagap .. 
KebijakanJokowi terkait Islam 
terlihat sporadis, tanpa arab, 
cenderung dibiarkan liar, serta 
tidak dikelola secara elegan. 

Terlepas dari persoalan ko
munikasi, kebijakan keislaman 
seperti ini, jika dicermati lebih 
serius awalnyaadalah tidakada
nya semacajTI road map. Kebi
jakan Islam tanpa road map bisa 
berdampak luas. Mulai dari, 
kegaduhan di medsos, sumpah 
serapah, rendahnya keadaban 
publik di ruang politik, hingga 
turbulensi sosial politik baik di 
tingkat elite, dan lebih-lebih di 
kalangan akar rum put. 

Nihilnya road map poli~ik 
Islam pemerintahan Jokowi 
setidaknya terdeteksi dari tiga 
hal berikut. Pertama , tidak ada 
satu pun staf presiden, staf mi- • 
lenial, juru bicara presiden, 
deputi Kantor Staf Presiden 
(KSP), apalagi pejabatsetingkat 
menteri, yang mengomuni
kasikan kebijakan Islam Jo
kowi, secara memadai. Kedua , 
pada kasus kontraterorisme 
danradikalisme,justrulembaga 
Islam bentukan negara sema
cam Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), tersusupi kelompok ra
dikal. Ketiga, pernyataan bebe
rapa pejabat pemerintah, yang 
memancing dan memprovoka
si antarkelompok Islam: "Ke -
menterianAgama adalah hadiah 
negara untukN U", adalah salah 
satu contohnya. 

Islam Madzhab Negara 
Sebagai catatan penutup, se

tidaknya ada dua langkah ideal 
yang bisa diambil pemerinta
han Jokowi demi memperbaiki 
pola komunikasi kebijakan Is
lam. Langkah ini sekaligus juga 
sebagai road map rintisan demi 
upaya serius membangun kebi
jakan Islam yang ideal. Lan_gkah 
tersebut bisa dimulai dengan 
menunjuk staf yang bertang
gung jawab khusus urusan
urusan Islam. Staf ini men de-

sak. Sebab jika hanya mengan
dalkan Kementerian Agama 
dan MUI, kebijakan pemerinta -
han Jokowi terkait Islam ter
bukti tidak tersosialisasi secara 
ma}<simal. 

Langkah selanjutnya, bisa di -
lakukan dengan memilih serta 
menunjuk warna Islam mains
tream di Indonesia, sebagai "Is
lamMadzhabNegara". Warnais
laminidalam nomenklaturyang 
sudah dikenal adalah Islam Nu
santara. Islam Nusantara sema
cam NU a tau Muhammadiyah, 
terbukti sejalan, seirama dan 
senapas dengan detak jan tung 
dan urat nadi pemerintahan Jo
kowi. Islam Nusantara terbukti 
dan terujisanggup berdialektika 
dengan kebinekaan, menghor -
mati budaya serta adat, tanpa 
harus menanggalkan keisla
mannya. Islam Nusantara juga 
tidak inferior mempresenta-
sikan orisinalitas Islam tanpa 
harus mengganti sarung dengan 
gamis, baju surjan dengan baju 
takwa, ataupun · membuang 
songkok dan bedug demi dan 
atas nama bid'ah. Islam Nusan
taraadalah Islam yangidealseba
gai "Islam madzhab negara". Jika 
langkah ini terwujud, pemerin
tahan Jokowi bisa "meminjam 
tangan" Islam madzhab negara 
untuk melakukan "tertib ber
agama" di Indonesia. 

Sebagai bahan perbanding
an, di sejumlah negara Islam, 
kebijakan menyangkut Islam, 
selalu dan niscaya melalui "Islam 
Madzhab Negara". Arab Saudi 
dengan Wahabi,IrandenganSyi
ah, juga Pakistan dengan memi
lih Islam model Hanafi sebagai 
Madzhab Negara. Sebaliknya, 
negara-negara Islam yang mela
kukan· "pembiaran" te~hadap 
pilihan warna Islam warganya, 
energinya terkuras, bahkankon
flik berkepanjangan. Suriah de
ngan trilogikonflikislam Sunni-, 
Syiah-Druze, adalah contohnya. 
WallahuA?am C 
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